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Kata Kunci :  Pendapat Hakim,  Hak Perempuan, Batas Waktu Pembayaran 

Berberapa perkara cerai talak hanya menemukan dalam amar putusan yaitu 

subyek, obyek, dan jumlah yang harus dibayar, dalam amar putusan tersebut tidak ada 

memuat sama sekali tentang batas waktu pembayaran. Berdasarkan observasi awal 

pada putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjm. menyebutkan bahwa pembayaran hak 

perempuan pasca perceraian dilakukan segera setelah pengucapan ikrar talak dan 

putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Plk menyebutkan bahwa pembayaran hak 

perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan 

perbedaan putusan tersebut bagaimana pendapat hakim tentang pencantuman batas 

waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian dan alasan tidak menyebutkan 

batas waktu tersebut dalam amar putusan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis dari pendapat hakim 

Pengadilan Agama Banjarmasin tentang tidak memuat batas waktu pembayaran hak 

perempuan pasca perceraian seta alasannya. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (lapangan) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. 

menalisis data atau informasi yang di dapat melalui wawancara dengan subjeknya yaitu  

tiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Objeknya adalah Pendapat dan Alasan 

Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa batas 

pembayaran hak perempuan pasca perceraian memang tidak dicantumkan pada amar 

putusan. Adapun alasan hakim dalam berpendapat bahwa batas waktu pembayaran hak 

perempuan pada amar putusan memang tidak disebutkan karena tidak ada aturan yang 

mengatur tentang batas waktu pembayaran hak perempuan namun pembayaran hak 

perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan 

sidang. Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan kewajiban suami memberikan 

nafkah iddah dan mut’ah kepada istri, tetapi tidak ada ketentuan yang menjamin nafkah 

bagi istri jika suami menolak memberikannya. 


